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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 22 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 dengan menetapkan kembali dalam Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dearah, Rencana
Pembanguanan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 22
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Nomor 22) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan

Bupati ini.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Juli 2018

Diundangkan di Lamongan

pada tanggal 20 Juli 2018 BUPATI L%MONGAN,
ttd.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FADELI
LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001
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Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor . 28 TAHUN 2018
Tanggal : 20 JULI 2018
BAB |
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen
perencanaan tahunan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan program strategis
nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat serta dirumuskan secara sistematis, transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, terarah, terpadu, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta
mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang akan
diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD)

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018
Bab I -1



BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah,
pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2018 disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
yang menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021 dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan 2018 menjadi instrument untuk evaluasi kinerja
penyelenggaran pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan
pemberdayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun
masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan secara menyeluruh.

Dalam rangka menjamin terlaksananya  kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD:

2. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS)
untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana

pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018
Bab VI - 1



Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan
dunia usaha berkewajiban berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2018 dengan sebaik-baiknya demi
pencapaian target program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan
tahun 2018 karena keterlibatan seluruh stakehorlder baik Pemerintah, masyarakat maupun
dunia usaha adalah untuk menjamin efektivitas pencapaian target pembangunan dan
mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat diharapkan
dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan
pembangunan di Kabupaten Lamongan. Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah,
masyarakat maupun dunia usaha sangatiah penting mengingat keberhasilan
pembangunan bukanlah hasil Kinerja Pemerintah Daerah sendiri melainkan akibat adanya
dukungan/partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018
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